Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ~ TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban warga
negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 yang salah satunya melalui pembayaran pajak
sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan dan
pembangunan daerah;

bahwa untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan
meningkatkan pendapatan Pajak Daerah pada sektor Pajak
Reklame, perlu mengatur tentang tata cara pemungutan
Pajak Reklame;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan
Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu mengatur tentang tata cara pemungutan
Pajak Reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Reklame;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);
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Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1852);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.



10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

-4 -

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah adalah Kepala
Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah adalah Bidang
Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah adalah Kepala
Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu;

Reklame Videotron atau Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak
dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa
gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan
menggunakan tenaga listrik;

Reklame Papan dan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap
(tidak dapat dipindahkan) terbuat dari bahan papan, kayu, seng,
aluminium, kertas, plastik fibreglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam
atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan
(berdiri sendiri), atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan
tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari
maupun yang tidak bersinar;

Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau
benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan
kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang



19.

20.

21.

22,

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

-5-

ataupun hewan. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak atau
rombong, kendaraan bermotor ataupun tidak;

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan
lain dan dipasang pada kostruksi yang tidak permanen dan tujuan
materinya mempromosikan suatu kegiatan atau produk atau jasa yang
bersifat insidentil;

Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau
mempromosikan suatu kegiatan atau produk atau jasa yang bersifat
insidentil;

Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran Ilepas,
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,
digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur,
leaflet, dan reklame undangan;

Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang aatu
digantung pada suatu benda;

Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarkan dengan cara
menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-
bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan / dipancarkan;
Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan
menggunakan gas, pesawat atau alat lainnya yang sejenis;

Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di
permukaan air atau di atas permukaan air;

Titik Reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menempelkan bidang
reklame;

Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan
guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggara
reklame.

Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disingkat Damija adalah tanah /
lahan yang dikuasai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Di Luar Daerah Milik Jalan adalah ruang atau wilayah di luar Damija.

Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atap/atas
bangunan/gedung.

Menempel pada bangunan adalah titik reklame an menempel/menyatu
pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak,

Izin adalah izin penyelenggaraan Reklame.

Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk
menyelenggarakan reklame baik atas namanya sendiri atau pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

Reklame Tetap adalah reklame jenis Megatron, Videotron, Large Electronic
Display, Papan atau Billboard dan berjalan / Kendaraan;

Reklame Insidentil adalah reklame jenis baliho, Kain, Spanduk, Umbul-
umbul Stiker / Melekat, Selebaran / Brosur, Leaflet, Udara, Film/ Slide,
Suara atau Peragaan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar
pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam
penghitungan pajak reklame terutang.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR
adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk
berbagai aspek kegiatan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.
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Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang diwajibkan untuk melakukan
pembayaran pajak Reklame yang terutang.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai
pembayaran kepada pemilik Hotel atau Restoran atau Penyelenggara
Hiburan.

Quick Response Code Indonesia Standard yang selanjutnya disingkat
QRIS adalah standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank
Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk
mengintegrasikan seluruh metode pembayaran nontunai di Indonesia.
Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor objek pajak daerah yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai
identitas objek pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai saran dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan Wajib Pajak.

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Wali Kota, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung
jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor
BPKPAD atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-
kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu
oleh Pemeriksa.

Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bukti bahwa orang
yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai
Pemeriksa Pajak.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur
Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang
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dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data
Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan
Pemeriksaan.

Data Elektronik adalah data yang dikelola secara elektronik, yang
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan
disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat
Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukannya Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan.

Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat
perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah  surat
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat
panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri
Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang
disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan
ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir
adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan
penerbitan surat ketetapan pajak.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP
adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-
pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara
dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi
administrasi.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP
adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang
tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau
ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik dan benda-benda lain.

Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada
hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha,
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik,
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notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan,
pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.

Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat
ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya
potensi penerimaan pajak.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima
sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada
penyelenggara hiburan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, WAJIB DAN MASA PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 2

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;

Reklame kain;

Reklame melekat/stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame apung;

Reklame film/ slide; dan

Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, telev1s1, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang
ukurannya tidak melebihi 1 m? (satu meter persegi) dan hanya satu
objek saja;

d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau
Pemerintah Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial,
dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

PER e R0 o

Paragraf 2
Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 3
Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame.
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Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka
waktu penyeleggaraan Reklame.
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan
penyelenggaraan Reklame.

Pasal 5
Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender.
Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tahun
Pajak tetap menggunakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender.
Bagian tahun pajak merupakan bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun
Pajak berkenaan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 6

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya
kepada Wali Kota atau Kepala Badan dengan menggunakan formulir
pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak dengan cara:
a. Mengambil sendiri ke BPKPAD;
b. Melalui petugas BPKPAD; atau
c. Melalui sistem daring (online) pada sistem informasi pajak daerah

BPKPAD.
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan melampirkan:
a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk.
b. untuk Wajib Pajak badan usaha melampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung pajak; dan

2. fotokopi perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang
Lampiran formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan dokumen
pendukung berupa:
a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:

1. fotokopi perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan

2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.



(S)

(6)
(7)

8)

()

(10)

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(3)

(4)

-11 -

b. untuk Wajib Pajak badan usaha melampirkan Nomor Pokok Wajib
Pajak badan.

Penandatanganan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan

melaporkan usahanya secara online pada sistem informasi pajak daerah

BPKPAD.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan

menerbitkan NPWPD yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala

Badan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran

lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran

objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi

dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan

dengan nomor induk berusaha.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan secara jabatan menerbitkan Surat

Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak dan NPWPD berdasarkan data

yang diperoleh atau dimiliki oleh BPKPAD.

Format formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bentuk dan isi NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Format Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 7
Wali Kota atau Kepala Badan dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan serta pembatalan Surat Keputusan
tentang Penetapan Wajib Pajak secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak dalam hal:
a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan
pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
b. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil
pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak memenuhi
persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajakan daerah
Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan serta
pembatalan Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota
atau Kepala Badan harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan
Wajib Pajak dianggap disetujui.
Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan serta pembatalan
Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak secara jabatan atau atas
dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
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a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding,
gugatan, atau peninjauan kembali.

Pembatalan Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Pajak dan

penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 8
Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib
Pajak dan objek Pajak wuntuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan
Daerah.
Terhadap objek Reklame yang sudah menayangkan naskah Reklame
tetapi tidak memiliki izin dan tidak diketahui subjek pajaknya, BPKPAD
dapat melakukan penutupan naskah Reklame.
Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan
Reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan Reklame kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
perizinan setelah melakukan pembayaran Pajak Reklame.
Dalam hal izin penyelenggaraan Reklame ditolak oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan wurusan pemerintah bidang perizinan,
penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang
pembayaran Pajak Reklame dan Reklame tersebut harus dibongkar.
Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib
melaporkan kepada Kepala Badan dengan mengirimkan surat penutupan
usaha.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan,
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Paragraf 1
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 9
Reklame tetap pajak pajak reklamenya wajib dibayarkan 1 (satu) tahun
kalender.
Reklame insendentil pajak reklamenya dibayarkan sesuai dengan jangka
waktu penyelenggaraan Reklame.
Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan NSR.
NSR sebagimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan rumus sebagai
berikut: NSR = Masa Pajak x luas bidang Reklame x NSPR.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dihitung dengan memperhatikan:
a. faktor jenis;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan;
d. waktu penayangan;
e. jangka waktu penyelenggaraan;
f. jumlah; dan
g. ukuran media Reklame.
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(7) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diketahui nilai
kontraknya dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR dihitung
berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(8) NSR untuk penyelenggaraan Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin
dikenakan tambahan 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan NSR
sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.

(9) Tambahan NSR sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dikenakan kepada
Wajib Pajak yang telah menajukan permohonan izin ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perizinan, dibuktikan
dengan register atau bukti pendaftaran perizinan.

(10) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

(1) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara
lebar, panjang dan sisi (muka) bidang Reklame.

(2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/ atau tidak berbingkai,
luas Reklame dihitung dari logo, warna gambar, kalimat atau huruf yang
paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal
sehingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu
kesatuan.

(3) Perhitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari
batas bingkai paling luar.

(4) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamenya
memiliki pesan terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas
bidang reklame dihitung secara kumulatif.

Paragraf 2
Tarif

Pasal 11
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Paragraf 3
Cara Perhitungan

Pasal 12
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan
tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf S
Saat Terutang Pajak

Pasal 13
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan
Reklame.
Paragraf 6
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 14
Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
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Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 15
Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang
berdasarkan formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menggunakan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Badan atau Pejabat yang
ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau
dimiliki oleh Daerah.
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atau Pejabat
yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan
SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak.
Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa
dikenakan sanksi administratif.
Penetapan Pajak dapat dilakukan terhadap penyelenggaraan Reklame
yang belum memiliki izin selama telah memenuhi unsur subjektif dan
objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh Kepala
Badan atau pejabat lain yang ditunjuk secara elektronik maupun manual.
Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Pembayaran Dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 16
Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Pemungutan Pajak yang dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang,
pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja
sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan
Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau
penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik maupun
secara tunai.
Pembayaran atau penyetoran Pajak melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), meliputi:
a. Transfer ke kas daerah;
b. Tempat pembayaran bank yang ditunjuk;
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c. Kanal pembayaran bank yang ditunjuk, meliputi: e-channel, modern
channel, e-commerce; atau
d. QRIS.
Pembayaran atau penyetoran Pajak secara tunai sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada Kantor BPKPAD, UPTD
Pajak Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
Wajib Pajak yang melakukan Pembayaran atau penyetoran Pajak secara
elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan
menggunakan SSPD, cukup menggunakan kwitansi atau bukti
pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk atau
kanal pembayaran bank yang ditunjuk.
Wajib Pajak yang melakukan Pembayaran atau penyetoran Pajak secara
tunai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.
Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal
pengiriman SKPD.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau tidak menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.
Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Pembukuan

Pasal 17

Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara

elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:

a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha
kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan

usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pembukuan.

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit

memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti

pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak
yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan

yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima)
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tahun di. Ind.onesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak
orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan

Bagian Keenam
Pemeriksaan

Pasal 18

(1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wali Kota dapat menerbitkan Keputusan untuk melimpahkan kewenangan
melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pemeriksa.

(3) Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dapat meliputi satu atau beberapa Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
sebelumnya maupun tahun berjalan.

(4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan;

Penyegelan;

Penolakan pemeriksaan;

Pemeriksaan untuk tujuan lain; dan

Penyampaian kuesioner pemeriksaan

Pan T

Paragraf 1
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 19

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilakukan dalam hal
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan

c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri, yang terpilih untuk
dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan
dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang
meliputi:

a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Pasal 20
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 21
(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan
standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
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Pasal 22
(1) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan
persyaratan Pemeriksa.
(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berijazah serendah-rendahnya Pendidikan sekolah menengah umum
atau yang sederajat;
b. berpangkat serendah-rendahnya  Pengatur Muda/ Golongan
11/a;
c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup
serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
€. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa
mengutamakan kepentingan negara; dan
f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

Pasal 23

(1) Wali Kota dapat menunjuk PNS sebagai Pemeriksa di lingkungan
Pemerintah Daerah untuk membantu Wali Kota dalam menjalankan
wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat
dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai
kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak Daerah sebagai Pemeriksa
sampai dengan di penuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2).

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), yaitu:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik
sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan
mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana
Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit
program), serta mendapat pengawasan yang seksama;

b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan
metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan
(audit program) yang telah disusun;

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang
cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang
supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan
dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim,;

e. tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh
seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari
Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah
Daerah yang telah ditunjuk oleh Wali Kota, sebagai tenaga ahli seperti
penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara;

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama -sama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain;



-18 -

Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau
Pemeriksaan Lapangan;

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja; dan

pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 25

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i disusun oleh Pemeriksa
dan berfungsi sebagai:

a.

b.
c.
d.

€.

(1)

(2)

bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
Pemeriksaan;

bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil
Pemeriksaan;

dasar pembuatan LHP;

sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding
yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan

referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

Pasal 26

Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas

yang memuat:

a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan
Pemeriksaan;

b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada
atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain
yang terkait dengan Pemeriksaan.

LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

penugasan Pemeriksaan;

identitas Wajib Pajak;

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

pemenuhan kewajiban perpajakan;

data/ informasi yang tersedia;

buku dan dokumen yang dipinjam;

materi yang diperiksa;

uraian hasil Pemeriksaan;

ikhtisar hasil Pemeriksaan;

penghitungan pajak terutang; dan

simpulan dan usul Pemeriksa.

R PR SO R0 TP

Pasal 27

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:

a.

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib
Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam
hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak
pada waktu melakukan Pemeriksaan;

memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib
Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan
penjelasan mengenai:
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1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan
Pemeriksaan;

3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku,
catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam

berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP

pada waktu yang telah ditentukan;

menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;

mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari

Wajib Pajak; dan

merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka Pemeriksaan.

Pasal 28

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa

berwenang :

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, Kkegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang
yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;

d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa

berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;
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d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak;
dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a.

b.

o]

(1)

()

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal
Pemeriksa dan SP2;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis
Pemeriksaan Lapangan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi
perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa
mengalami perubahan;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan;

menerima SPHP;

menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh
Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak

wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau
ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau
barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek
yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan

e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak

wajib:

a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan
waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data

yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan
yang di peroleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terutang Pajak;

memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan

o
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f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Pasal 31
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
a. jangka waktu pengujian; dan
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak,
sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
Jjangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil,
kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan ke pada
Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak.
Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.
Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, yang dihitung
sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 32

Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (2} dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan.

Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak lainnya;

b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada
Pihak Ketiga;

c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak;
dan/atau

d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 33
Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.
Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak lainnya;
b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan
kepada Pihak Ketiga;
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c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pajak;
dan/atau
d. berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 34
Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), kepala unit pelaksana
Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka
waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 35

(1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau perpanjangan jangka
waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 36
Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:
a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau
STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Pasal 37
Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan
Kantor diterbitkan.
b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya.
c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 38
(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau
memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat
diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau
memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai
dengan:
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1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau

2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan
Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya
belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus
diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),dan

c. dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 39
Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak
tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali
apabila di kemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

Pasal 40

(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa
berdasarkan SP2.

(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau
beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang
sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap
satu Wajib Pajak.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah, kepala unit pelaksana
Pemeriksaan harus menerbitkan surat perubahan tim Pemeriksa.

(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2), tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat
tugas yang diterbitkan oleh Wali Kota.

Pasal 41

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa
Wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan
Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor.

(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam
SP2.

Pasal 42
(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan
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melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan Wajib Pajak
tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
dapat disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau

b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili
Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
Badan;

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau

3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yang
dapat mewakili Wajib Pajak.

Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau pihak yang dapat
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman. '

Pasal 43
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf d.
Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan
dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan
setelah Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Lapangan.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan
pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut
pada berita acara hasil pertemuan.
Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan
dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.
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Pasal 44
Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak
dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
Ruang lingkup peminjaman dokumen dan pengembalian Dokumen sesuai
dengan jenis pemeriksaannya.

Pasal 45

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. buku, catatan dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta  keterangan lain yang  diperlukan dan
diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat
Wajib Pajak dan peminjaman dilakukan pada saat itu juga dengan
membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dokumen
oleh Pemeriksa Pajak;

b. buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan, belum ditemukan atau
diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan dan
Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan,
dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau
dokumen yang dipinjamkan;

c. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus Pemeriksa Pajak dapat
meminta bantuan kepada :

1. Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Wajib Pajak; atau

2. seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu baik yang berasal
dari dalam maupun luar BPKPAD Kota Banjarmasin.

Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa
Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor;

b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a,
wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti
peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen;

c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum
tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa
Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan
dokumen.

Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara

elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, atau ayat (2) huruf ¢ wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak

paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan peminjaman buku,
catatan, dan dokumen disampaikan.

Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak,

Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku,

catatan, dan dokumen.
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Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa

fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak

yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau

data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa

Pajak adalah sesuai dengan aslinya.

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum

dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan

peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu :

a.surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal
penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2)
huruf c; dan

b.surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal
penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2)
huruf c.

Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang

belum dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 46

Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh
Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib
Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku,
catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki
atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib
Pajak dapat mengajukan permintaan dalam bentuk surat tertulis agar
pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan
menyediakan ruangan khusus.

Pasal 47

Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa
Pajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan
peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian
daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum
diserahkan oleh Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan,
dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta
keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita
acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen.

Pasal 48
Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku,
catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak
dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pemeriksa Pajak harus
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menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka
menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti kompeten
yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi
yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan,
dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka
menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Dalam hal Penghasilan Kena Pajak tidak dihitung secara jabatan,
Pemeriksa Pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau
dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam.

Paragraf 2
Penyegelan

Pasal 49

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau
mengamankan Dokumen dan benda-benda lain yang dapat memberi
petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar
tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar,
atau dipalsukan.

(2) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 50

Penyegelan hanya dilakukan apabila pada saat pelaksanaan Pemeriksaan

Lapangan:

1) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak
memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat
atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang
diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online yang dapat
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib
Pajak;

2) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa
tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data
yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau
tidak bergerak;

3) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak
berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak
selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya
pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau

4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada
di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang
mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan.

Pasal 51
(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan tanda segel.
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(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari pihak Wajib
Pajak selain anggota tim Pemeriksa Pajak.

(3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita
acara Penyegelan.

(4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan
ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa
Pajak.

(5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2
(dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
yang diperiksa.

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak
menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat
catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan.

(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta
bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Pasal 52
(1) Pembukaan segel dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak
telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau
memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak
yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran

Pemeriksaan;

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan tidak
diperlukan lagi;

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan
tindak pidana;

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa dari
Pihak Wajib Pajak selain anggota tim Pemeriksa Pajak.

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan
rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai
kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Satuan Polisi
Pamong Praja dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita
acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak
menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat
catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 53
(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan atau
jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada
Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan,
barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak
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memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap
menolak dilakukan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan
Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani berita acara
mengenai penolakan tersebut.

Paragraf 3
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 54

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan

Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk

menolak menenma Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib

Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat

pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak

menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di

tempat maka:

a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan
mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk
hal yang berada dalam kewenangannya; atau

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat

melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1).

Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di

tempat dan/ atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka

atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak
bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran

Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga

yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran

Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu

kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai atau anggota

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib

Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu

kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa

membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
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Pasal 55
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib
Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa
pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya
panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.

Pasal 56
meriksa berdasarkan:
surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1), atau Pasal 55 ayat (1);
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (2), atau Pasal 55 ayat (2);
berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3);
surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6); atau
berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (7);

dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 57
Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian
SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui
faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.
Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
penolakan menerima SPHP.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan SPHP yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian
undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.
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Pasal 58

(1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar
temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
dalam bentuk:

a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak
menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian
atau seluruh hasil Pemeriksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

(3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berakhir.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret
dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada saat Wajib Pajak
harus memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib
Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan tertulis.

(6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik,
pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP,
Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis
atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 59

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang
tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak
hadir dalam PAHP.

(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui
penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan
mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.

(3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan
kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) atau ayat
(3); atau

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas
SPHP.

(4) Apabila Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan
dengan Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a, undangan tertulis untuk menghadiri PAHP disampaikan bersamaan
dengan penyampaian SPHP.
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(5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh
Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos,
atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 60

(1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita
acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a. Menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a; dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak
dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal
Wajib Pajak:

a. Menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a; dan
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

(3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan
mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan
tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal
Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) huruf b; dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

(4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan,
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara
PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (1) huruf b; dan
b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan menuangkan
hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
a.tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).

Pasal 61
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan
tersebut.
Pasal 62
(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada hari dan tanggal
sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), PAHP
dianggap telah dilakukan.
(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.
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Pasal 63
Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) atau ayat (5) harus mempertimbangkan
jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (4).

Pasal 64
Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) atau ayat
(5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara
PAHP yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.

Pasal 65

(1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60, Pemeriksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan
memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP.

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
secara langsung atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak,
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat
panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan menenma surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.

Pasal 66

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh
Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), namun menolak
menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenai
penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada dalam Pasal 65 ayat (1), Pemeriksa membuat catatan pada berita
acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Pasal 67

(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa
sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.

(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
a.dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan

lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai
dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan
surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) , pajak
yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak
disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak menyampaikan
tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (5) , Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui
hasil Pemeriksaan.

Pasal 68
Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan
menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian dokumen paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Pasal 69

(1) Surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

a. penyampaian SPHP; atau

b. PAHP;

dapat dibatalkan oleh Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan

permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan
prosedurpenyampaian SPHP dan/atau PAHP.

(3) Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum
melampaui 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
dilampaui, surat ketetapan pajak belum ditetapkan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau

c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk melanjutkan
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan
susunan keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut
dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 70

(1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis
mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum
menyampaikan SPHP.

(2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan ke kantor BPKPAD atau Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak terkait.

(3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
dan dilampiri dengan:
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a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya; dan
b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar;
(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran
pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 71

(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan
tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pemeriksaan
tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan
Pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta
memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.

(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh
Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat
ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh
Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan
Pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Pasal 72

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau
persetujuan Wali Kota.

(2) Instruksi atau persetujuan Wali Kota untuk melaksanakan Pemeriksaan
Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang
semula belum terungkap.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan
dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Wali Kota menerbitkan
SKPDKBT.

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah
ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang
dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak
diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

Paragraf 4
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 73
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan.

Pasal 74
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:
a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;
b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
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Pasal 75
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat
dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 76

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar
Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum
yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan
standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 77
Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) adalah standar
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 78

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

ayat (3) meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,
sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang
seksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan
untuk tujuan lain;

c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang
supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota
tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai
anggota tim,;

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor BPKPAD atau Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah,
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pemeriksa;

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja; dan

f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 79
Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam
bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. KKP berfungsi sebagai:
1. bukti bahwa Pemeriksa tel ah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan
standar Pemeriksaan; dan
2. dasar pembuatan LHP.
b. KKP memberikan gambaran mengenai:
1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan
Pemeriksaan.

Pasal 80
Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang
disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:
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LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos
yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;

. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:

. identitas Wajib Pajak;

. penugasan pemeriksaan,;

. tujuan Pemeriksaan;

. buku dan dokumen yang dipinjam;
. materi yang diperiksa,

. uraian hasil Pemeriksaan; dan

. simpulan dan usul Pemeriksa.

NO NS W=

Pasal 81

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa Pajak wajib:
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal

Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib

Pajak pada waktu Pemeriksaan;

. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada

Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang

diperiksa;

. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang
dipinjam dari Wajib Pajak; dan/ atau

. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.

Pasal 82

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan wuntuk tujuan lain dengan Jenis

Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berhubungan dan
dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;

. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c¢. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak

dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang,
yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau

e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

o

(2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis

Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain
termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
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c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui
kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Pasal 83

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

a.

b.

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal
Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan;

. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang

alasan dan tujuan Pemeriksaan;

. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi

perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim
Pemeriksa Pajak; dan/atau

. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh

Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 84

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis

Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/ atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain,
yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang
dikelola secara elektronik;

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan
buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan
tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
dan/atau

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data
dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis

(1)

(2)

(3)

Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain,
yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data
dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 85

Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung
sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang
dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal
dalam LHP.

Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
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Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan
penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu
penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86
Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan perpajakan dilakukan oleh perundang-undangan Pemeriksa
Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau
beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.
Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, kepala unit pelaksana
Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat
yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

Pasal 87
Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib
Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada
Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam
SP2.

Pasal 88
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan
melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti pengiriman.
Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili
Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
Badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut
Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan
dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti
pengiriman.
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Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

Pasal 89
Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 90

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk
dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 91

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk
dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 92

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal
91, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan
dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal
91, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan

untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah.

Pasal 93

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit
pelaksana Pemeriksaan, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak
untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan
dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
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Paragraf 5
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 94

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan,
Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan unt.uk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian
Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43.

(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi
kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Paragraf 6
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 95

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Wali Kota atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; atau

b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal
30 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 96
Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Wali Kota atau Pejabat yang
ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 97

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.
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Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak
atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
pokok Pajak yang kurang dibayar.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Penagihan

Paragraf 1
Pejabat dan Juru Sita Pajak

Pasal 98

Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Wali Kota berwenang menunjuk
Kepala Badan untuk melaksanakan Penagihan.
Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Paksa;
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
Surat Perintah Penyanderaan;
Surat Pencabutan Sita;
Pengumuman Lelang;
Surat Penentuan Harga Limit;
. Pembatalan Lelang; dan

10 Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.
Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
Dalam hal tidak ada Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, Kepala Badan dapat menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai
yang membidangi Penagihan untuk melaksanakan Penagihan Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WRNSARWN -

Pasal 99

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak
adalah paling sedikit meliputi:

a.
b.

berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda / Golongan I1/a;



c.
d.
e.
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sehat jasmani dan rohani;

mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Pasal 100

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpal} atau janji
menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Badan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 101

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

R N

(1)

(2)

3)

(@)

(5)

(1)

meninggal dunia;

pensiun;

alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;

melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Paragraf 2
Prosedur Penagihan

Pasal 102

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila
Utang Pajak tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 103
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
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Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
imbauan.

Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 104

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Kepala Badan melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak
sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding
dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh
tempo.

Pasal 105
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dilakukan
dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan
terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

Pasal 106

Tahapan pelaksanaan penagihan Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar
setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:

a.

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan dan
menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang
sejenis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sejak jatuh tempo
pembayaran sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak;

surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan 2 (dua) kali dengan
rentang waktu surat kedua diterbitkan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya surat pertama oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
Penempelan stiker, spanduk, baliho, atau tulisan tidak taat pajak pada
objek Pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajaknya
paling cepat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat kedua oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan

dalam hal saat dilakukannya penagihan Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak tidak ditemui dan tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat
kedudukannya dapat langsung dilakukan penempelan stiker, spanduk,
baliho, atau tulisan tidak taat Pajak pada objek Pajak.

Pasal 107

Penyampaian surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat dilakukan:

a.
b.
c.

secara langsung;
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya; atau
secara elektronik.
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Pasal 108

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus

berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang

diterbitkan oleh Kepala Badan apabila:

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga
atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:

a. nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum

penerbitan Surat Paksa.

Paragraf 3
Surat Paksa

Pasal 109
Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh
Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Surat Teguran.
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali
Kota.
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat
Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106; atau
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak.

Pasal 110
Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
dasar Penagihan;
besarnya utang Pajak; dan
perintah untuk membayar.

poop
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Pasal 111
Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan
penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat
Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai
pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
nama Jurusita Pajak;
nama penerima;
tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

°poop

Pasal 112

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada:

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain
yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja
di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan
harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan,
di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan;
atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Wajib Pgjak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan

kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan

dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat

Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk

melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 113

Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak
meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita
Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau
menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara
lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112, tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan
melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan dengan membuat
berita acara.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat
usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa
dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan
pengumuman di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan
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melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 114
Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain,
dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Pejabat karena jabatan.
Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat
Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).

Pasal 115
Pejabat atas permohonan Penanggung Pajak dapat melakukan
pembetulan atas Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau
kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Pejabat
ditunjuk.

Paragraf 4
Sita

Pasal 116
Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan
paling lama 2 (dua) hari setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112.
Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 117

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang

berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di

tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain

atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat
berupa:

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga
lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/
atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan
isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan

atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan

Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki

dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan

terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik

kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik
penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat

kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di

tempat lain.

Urutan Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita

ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang

Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau

pencairannya.
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Pasal 118

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari

Penyitaan adalah:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan
oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan
beserta peralatan memasak yang berada di rumabh;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh
dari negara;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung
Pajak dan alat-alat yang dipergunakan wuntuk pendidikan,
kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak
dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau

f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah
seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 119
Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk
Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan
tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara
Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-
saksi.
Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap
sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak
hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya
setingkat Sekretaris Kelurahan.
Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak,
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan
saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat.
Salinan Berita Acara pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang
bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat
Barang bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita berada,
atau di tempat-tempat umum.
Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung
Pajak dan instansi terkait.
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(10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan.

Pasal 120

(1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya
dilaksanakan sebagai berikut:

a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang
disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara
Pelaksanaan Sita.

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan
dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan
daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank
berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan
sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai
peraturan perundang undangan.

(5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan
jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan
lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang
dari Penanggung Pajak kepada Pejabat dan salinannya disampaikan
kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar
utang.

(6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai
dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 121
Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai
barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa
dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang
dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan
diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 122
Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita
ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung
jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 123
(1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan
kewajiban perpajakan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat
melaksanakan hak mendahulu.

(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 124
Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek
Sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah setempat dan pihak terkait.
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Pasal 125

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali

apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di

kantor Pejabat atau di tempat lain.

Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/ atau

Penanggung Pajak:

a. Barang bergerak yang telah di sita dapat di titipkan kepada aparat
Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;

b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat
Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita
tersebut.

Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang

telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Badan.

Pasal 126

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a.

b.

(1)
)

(3)

(1)

(2)
(3)

nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan
pajak dan utang pajak; atau

hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 127

Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat
dan bentuk Barang Sitaan.
Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya:
a. kata "DISITA ";
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
C. larangan untuk memindahtangankan, meminclahkan hak,

meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 128

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh
Wali Kota.

Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala badan.

Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita
Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan
pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 129

Penanggung Pajak dilarang:

a.

memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan,
menyembunyikan, menghilangkan atau merusak Barang yang telah
disita;

membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak
tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau
diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau

merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita
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Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Paragraf 5
Lelang

Pasal 130
Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan Penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor
Lelang.
Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. uang tunai; dan
b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya
Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 131

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang
dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang
dikembalikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari
setelah pelaksanaan lelang.

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman
Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan melalui
Kantor Lelang negara.

Pasal 132
Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak;
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. objek lelang musnah.

Pasal 133
Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya
Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar
Utang Pajak.
Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk
melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang
dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
Sisa Barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh
Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.
Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesui dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.
Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada
pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 134

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.



(1)
()
(3)

)

(1)

()

(1)

@

(3)

@)

(5)

(6)

(1)

-52-

Paragraf 6
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 135
Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi Utang Pajak.
Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai
Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
Pencegahan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan
dihapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 136
Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/ atau Penanggung
Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 137

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak.
Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan
dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 138
Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang
tercantum dalam:
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a. STPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak

mempunyai harta warisan atau kekayaan;

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan,;

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah

dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang perpajakan;

e. hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan,;

f. khusus untuk Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak sudah bubar,
likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.
Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala

Badan.

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang Pajak;

c. tahun Pajak;

d. alasan penghapusan piutang Pajak.

pog

Pasal 139
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian
administrasi oleh oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak
yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya
uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 140

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
139 ayat (2), Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah menyusun daftar
usulan penghapusan piutang pajak.

Daftar usulan penghapusan piutang pajak telah dilakukan penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.
Kepala Badan mengusulkan penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota.
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Pasal 141

Inspektorat Kota Banjarmasin atas penugasan dari Wali Kota melakukan
review atas daftar usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh
Kepala Badan.

(1)

@)

Pasal 142
Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140 ayat (3), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota
mengenai penghapusan piutang pajak.
Format keputusan tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 143

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Kepala Badan melakukan
hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

Bagian Kesembilan
Keberatan, Banding dan Gugatan Pajak

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 144
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat
yang ditunjuk terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak,
menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka we.lktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan .keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan. .

Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan.
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

Pasal 145

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas

keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 144 ayat (1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali

Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 144 ayat (7).

Keputusan Wali Kota atau Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian, sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian, sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali

Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 146
Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung
dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 147
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan
oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 145 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima
dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan. o

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada .ayat _(1) diajukan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

3) JPermohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 148

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam
puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3
Gugatan Pajak

Pasal 149
(1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,
atau pengumuman lelang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 144 ayat (1) dan Pasal
145; dan
d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.
(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 150
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
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Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak
dan/atau sanksinya. o

Inse/ntif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat d1benkal:1 atas

permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota

berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. dan/atau
pihak lain yang bertqjuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/ atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2
(dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah
yang bersangkutan; dan/atau

d. faktor lainnya yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra

mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, dilakukan sesuai

dengan Kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Banjarmasin.

Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek
Strategis Nasional (PSN).

Paragraf 2
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 151

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Badan.
Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara
tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat
nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan
besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari
diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan

c. fotokopi SKPD atau STPD.
Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan
pertimbangan keadaan kahar.
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(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit. .
(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Badan menyampaikan Keputusan
menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 152

(1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedik.it
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak.

(3) Kandisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang
ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Pasal 153
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
a. Sanksi administratif berupa bunga yang disebabkan keterlambatan
pembayaran pada masa pajak;
b. sanksi administratif berupa bunga dan/atau kenaikan pajak dalam surat
ketetapan pajak.

Pasal 154
(1) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa
bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, dilakukan sebagai
berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan
secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari setelah jatuh tempo setoran masa, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas terkait kondisi Wajib Pajak dan/atau
objek Pajak serta melampirkan SSPD yang telah diisi dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan atau Pejabat
yang ditunjuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak,
dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran
SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta
dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan atau Pejabat
yang ditunjuk;

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 1
(satu) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf c;
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e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan atau Pejabat yang
ditunjuk:

1) menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD
bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan
dan nama jelas Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk; atau

2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga

dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud Pasal 153 huruf b dilakukan sebagai berikut:

a. Wali Kota melalui Kepala Badan berwenang memberikan keputusan
atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau kenaikan pajak.

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

c. pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mencantumkan
alasan yang jelas dan melampirkan surat ketetapan pajak.

Pasal 155
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
ayat (2) huruf b, pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian
administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun
lampirannya.
Terhadap pengurangan dan penghapusan sanksi administratif karena
jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala
Badan atau pejabat yang ditunjuk.
Atas dasar penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2), pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas penghapusan
sanksi administratif untuk mendapat persetujuan Kepala Badan.
Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui,
Kepala Badan menerbitkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administratif sebagai pengganti surat ketetapan pajak semula,
serta ditandatangani oleh Kepala Badan.
Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui,
maka Kepala Badan segera menerbitkan Keputusan Penolakan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif yang
ditandatangani oleh Kepala Badan.
Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 3
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 156

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada
Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak

terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang
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mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat

(4) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada

waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Wali Kota atau Kepala Badan.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (4) Wajib
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan
Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan Wali Kota melalui pajabat yang ditunjuk berdasarkan
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota
atau Kepala Badan.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota atau pejabat
yang ditunjuk memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran
Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7} Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak;
atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang
ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh
1 (satu) bulan.

(10) Format surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format permohonan pemberian
fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau
Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

(11) Format keputusan tentang perpanjangan batas waktu pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format keputusan tentang
pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 157
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang
dilakukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayaran pajak, harus mengajukan surat permohonan
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kepada Wali Kota dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan

fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang diajukan permohonannya sesuai

Standar Operasional Prosedur yang ada di BPKPAD;

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima

BPKPAD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang

telah ditentukan;

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan

rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang

bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya
permohonan;

perhitungan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1) perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
angsuran,

2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa
pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3) pokok pajak angsuran .adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
persentase bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);

5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok
pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen);

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat

dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang
yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma
enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan
seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma
enam persen); dan

3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat
diangsur.

terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran

secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan

pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Bagian Kesebelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Pembetulan

Pasal 158

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat
Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atau Pejabat yang



(4)

(S)

(6)

(1)

-62 -

ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan

penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala

Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi,

dan/atau keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, Wali Kota atau Pejabat yang

ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi

keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 159

Pelaksanaan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau

SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 158 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk memberkan keputusan atas
permohonan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
atau SKPDLB;

b. permohonan diajukan kepada Kepala Badan atau Pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah
STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

c. terhadap STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian
administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penetapannya;

d. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan
dalam penetapannya maka STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;

e. pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB
sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan menerbitkan
Keputusan Pembetulan berupa salinan STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB dengan pembetulan oleh Kepala Badan atau
Pejabat yang ditunjuk;

f. terhadap pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau
SKPDLB, Kepala Badan memerintahkan kepada pejabat yang
ditunjuknya agar menerbitkan salinan STPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB dengan pembetulan;

g. terhadap Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf
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f, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf
Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk;

h. Surat Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf g harus
disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterbitkan;

i. STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang sudah
dilakukan Pembetulan, harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkan;

j. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, maka STPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, atau SKPDLB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip
dalam administrasi perpajakan;

k. STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB semula
sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf j
harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata
"Dibatalkan”;

1. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala Badan atau
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Keputusan
Penolakan Pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
atau SKPDLB.

Paragraf 2
Pembatalan Ketetapan

Pasal 160

Wali Kota dalam hal ini Kepala Badan karena jabatannya atau atas

permintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan

ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat:

a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan
batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat
ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan
sanksi administrasi telah terlampaui; atau

b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan
pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya
persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas
waktu yang telah ditentukan.

Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda,

dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan

Wajib Pajak, dilakukan sebagai berikut:

a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh Novum atau fakta yang
meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen
berupa fotokopi :

1) surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;

2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tidak dapat
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dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib
Pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan

sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usulan dari pejabat yang

ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan
baru.

Atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, Kepala Badan

menerbitkan:

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pajak

Atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

sebagaimana dmaksud ayat (5) huruf a, Kepala Badan atau pejabat yang

ditunjuk segera melakukan:

a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara
menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru;

b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama, dan
selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak
“dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang
bersangkutan;

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran
pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan
pajak yang baru; dan

d. terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan atau

pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan dikukuhkan dengan surat
keputusan ini.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 161

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran pajak kepada Kepala Badan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan

kepada bank penerima yang ditunjuk berdasarkan ketentuan sebagai
berikut:

a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan,
Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif;

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan

d. kebijakan pemberian pengurangan atau keringanan dan/atau
pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya

kelebihan pembayaran pajak.

Dalam surat permohonan Wajib Pajak, sedikitnya harus memuat:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak;
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c. Kronologis yang jelas.

Surat permohonan sebagimana dimaksud ayat (4), dilampiri dengan
dokumen:

a. Fotokopi SSPD yang sudah divalidasi Bank;

b. Fotokopi identitas Wajib Pajak;

c. Fotokopi buku tabungan / rekening koran Wajib Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
secara langsung atau melalui jasa pengiriman barang.

Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau resi pengiriman jasa
pengiriman barang merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Kepala Badan.

Pasal 162
Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), Kepala Badan atau pejabat yang
ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap
kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban
pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak.
Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan
pajak sebagimana dimaksud ayat (2) dapat diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma
enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran.

Pasal 163
Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPDLB.
Dalam hal jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang
terutang, maka Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDN.
Dalam hal kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3),
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti
pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak, diatur tersendiri dengan
Peraturan Wali Kota.

BAB IV
EDUKASI PERPAJAKAN

Pasal 164

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan mencakup:
a. tujuan, tema, sasaran, dan materi Edukasi Perpajakan;
b. manajemen pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan dan metode

kegiatan Edukasi Perpajakan; dan

c. tenaga Penyuluh Pajak.
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Pasal 165

Tujuan kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164
huruf a adalah untuk meningkatkan kesadaran Pajak melalui pengetahuan
perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta
meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat
Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak
dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
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Pasal 166
Berdasarkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, kegiatan
Edukasi Perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tema, meliputi namun tidak
terbatas pada:
a. meningkatkan kesadaran Pajak melalui pengetahuan perpajakan,
yang selanjutnya disebut tema I;
b. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, yang
selanjutnya disebut tema II; dan
c. meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku,
yang selanjutnya disebut tema III;
Tema kegiatan Edukasi Perpajakan di luar tema sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan kegiatan edukasi yang diprioritaskan untuk
mendukung program Daerah atau nasional di bidang perpajakan akan
diatur lebih lanjut di dalam perencanaan kegiatan Edukasi Perpajakan
yang dikeluarkan secara periodik sesuai dengan kebijakan dan
kebutuhan Daerah. :

Pasal 167
Kesadaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) huruf a
merupakan bentuk sikap moral dari masyarakat untuk memberikan
kontribusi kepada daerah melalui Pajak guna mendukung pembangunan
dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perundang-
undangan perpajakan yang ada.
Pengetahuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1)
huruf a dan huruf b meliputi hukum Pajak dan peraturan perpajakan
dalam sistem hukum Pajak serta pengetahuan di luar perpajakan yang
memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi
perpajakan.
Keterampilan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat
(1) huruf b merupakan pengetahuan teknis dalam melaksanakan
administrasi perpajakan.
Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1)
huruf ¢ merupakan perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap
stimulasi dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan Edukasi
Perpajakan sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan.

Pasal 168

Kegiatan Edukasi Perpajakan pada tema I sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 166 ayat (1) huruf a meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan
Edukasi Perpajakan bagi Calon Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak orang
pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan namun belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan
Daerah.

Kegiatan Edukasi Perpajakan pada tema II sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 166 ayat (1) huruf b meliputi namun tidak terbatas pada
penyampaian informasi tentang peraturan dan/atau kebijakan
perpajakan, pelatihan pengoperasian aplikasi perpajakan milik Daerah,
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dan Penyuluhan atas permintaan pihak eksternal, yang ditujukan kepada
Wajib Pajak terdaftar.

Kegiatan Edukasi Perpajakan pada tema Il sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 166 ayat (1) huruf ¢ meliputi namun tidak terbatas pada Edukasi
Perpajakan yang menjadikan Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 169

Sasaran kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 huruf a dikelompokkan sebagai berikut:

a. Calon Wajib Pajak; dan

b. Wajib Pajak.

(1)

(@)

@)

(4)

(1)

(2)

3)

Pasal 170

Materi Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164

huruf a merupakan bahan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat

Wajib Pajak.

Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses masyarakat

Wajib Pajak melalui laman milik BPKPAD dan/atau media lainnya yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Muatan materi Edukasi Perpajakan terdiri dari:

a. materi teknis operasional, merupakan materi terkait peraturan
perundangan-undangan perpajakan serta petunjuk pelaksanaannya
yang dapat membantu masyarakat Wajib Pajak dalam memahami hak
dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain penjelasan
tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, tata cara
pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak;

b. materi kebijakan perpajakan, merupakan materi perpajakan yang
tidak termasuk ke dalam kriteria materi teknis operasional, antara
lain filosofi kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, kebijakan yang masih membutuhkan penegasan,
dan/atau penjelasan lebih lanjut; dan

c. materi lainnya, merupakan materi yang tidak termasuk ke dalam
materi teknis operasional dan materi kebijakan perpajakan sesuai
dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan
yang akan dilaksanakan.

Jenis materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. audio;

b. visual; dan

c. audiovisual.

Pasal 171
Kegiatan Edukasi Perpajakan dilaksanakan berdasarkan manajemen
pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 huruf b, terdiri dari:
perencanaan;
pengorganisasian;
pelaksanaan;
pemantauan,;
evaluasi; dan
pelaporan.
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
tahapan penetapan tujuan dan analisis kebutuhan kegiatan Edukasi
Perpajakan.
Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tahapan penentuan tempat, waktu, sumber daya manusia,

mo oo
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materi, dan sarana pendukung yang dituangkan dalam sebuah kertas
kerja.

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan
tahapan realisasi atas tahapan perencanaan dan/atau pengorganisasian
kegiatan Edukasi Perpajakan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
tahapan pengawasan yang dilakukan pada setiap tahapan manajemen
pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
tahapan penilaian atas pelaksanaan kegiatan Edukasi Perpajakan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan
tahapan pelaporan yang dilakukan atas tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan
Edukasi Perpajakan.

Kegiatan Edukasi Perpajakan dilakukan berdasarkan inisiasi dari
BPKPAD dan/atau permintaan dari pihak eksternal.

Pasal 172

Metode kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 huruf b merupakan cara kerja secara teratur dan sistematis yang
digunakan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan edukasi agar
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Metode kegiatan Edukasi Perpajakan terdiri dari:
a. penyuluhan langsung secara aktif;
b. penyuluhan langsung secara pasif;
c. penyuluhan tidak langsung 1 (satu) arah,;
d. penyuluhan tidak langsung 2 (dua) arah;
e. penyuluhan tidak langsung melalui contact center dan penyelesaian

administrasi perpajakan; dan
f. penyuluhan melalui Pihak Ketiga.
Penyuluhan langsung secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan secara
luar jaringan maupun dalam jaringan yang dilakukan secara aktif dan
langsung atau live streaming serta memiliki sasaran edukasi yang
teridentifikasi dengan jelas.
Penyuluhan langsung secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan secara
luar jaringan maupun dalam jaringan yang dilakukan secara pasif oleh
BPKPAD melalui suatu kegiatan piket baik berupa piket helpdesk
maupun non-helpdesk.
Penyuluhan tidak langsung 1 (satu) arah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan
melalui audio dan/atau visual yang disampaikan dalam kanal media
sosial dan/atau media lainnya dimana tidak terdapat kegiatan interaksi
langsung dengan sasaran edukasi dalam kegiatannya dan tidak memiliki
dan/atau memiliki sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas,
termasuk kegiatan menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan atas
konsultasi perpajakan dan pertanyaan masyarakat Wajib Pajak yang
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan.
Penyuluhan tidak langsung 2 (dua) arah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan
melalui audio dan/atau visual yang disampaikan dalam kanal media
sosial dan/atau media lainnya dimana terdapat kegiatan interaksi
langsung dengan sasaran edukasi dalam kegiatannya dan tidak memiliki
sasaran edukasi yang teridentifikasi dengan jelas.
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(7) Metode kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d dilakukan dengan cara
penyampaian informasi secara berkelompok (one to many} atau
penyampaian informasi secara satu per satu (one on one} yang
penyelenggaraannya dilakukan dengan cara kolaborasi eksternal,
internal, atau nonkolaborasi.

(8) Penyuluhan tidak langsung melalui contact center sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang
dilakukan oleh BPKPAD melalui bidang yang ditugaskan mengelola
contact center.

(9) Penyelesaian administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e merupakan kegiatan penyelesaian permohonan administrasi
perpajakan yang dilakukan oleh BPKPAD.

(10) Penyuluhan melalui Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f merupakan kegiatan Edukasi Perpajakan yang dilakukan oleh
pihak eksternal Pemerintah Daerah melalui program kerja sama.

Pasal 173

(1) Tenaga Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c
terdiri dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan/atau Pejabat
Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.

(2) Dalam hal diperlukan atau belum terdapat Pejabat Fungsional Penyuluh
Pajak dan/atau Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, maka Kepala
Badan dapat menunjuk pegawai BPKPAD untuk melaksanakan Edukasi
Perpajakan.

Pasal 174

(1) Dalam kondisi tertentu, kegiatan Edukasi Perpajakan dapat dilakukan
secara bersama-sama oleh beberapa Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah atau dengan pihak lain di luar lingkungan Pemerintah
Daerah.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. kegiatan Edukasi Perpajakan yang merupakan prioritas Daerah atau

nasional; atau

b. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Kegiatan Edukasi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan koordinasi antar unit kerja dan/atau dengan pihak
eksternal.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 175
Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, dalam hal terjadi perubahan
nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang
Perangkat Daerah, maka BPKPAD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini
dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintah bidang pengelolaan Pajak Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 176
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana
dan Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 176
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasm
pada tanggal < -° 40t
WALI KOTA BANJARMASIN

o

IBNU SINA

Dlundangkan di Ban;armasm
pada tanggal -
SE ARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

/
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ~ TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JALAN PRAMUKA TIRTA DHARMA KOMPLEK PDAM NO 17
BANJARMASIN

PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

[C]pendaftaran [[IPerubahan data
A. IDENTITAS USAHA
1. Jenis Usaha i Djasa Hotel DMakanan dan/atau Minuman
[ 11asa kesenian dan Hiburan D Jasa Parkir

D Sarang Burung Walet I_.__] Reklame DTenagd Listrik

2. Nama Usaha

3. Alamat Usaha

4. Kelurahan / Kecamatan
5. No. Telp / fax

| Tunggal

6. Status Usaha DCabang
B. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Wajib Pajak Pribadi

a. Nama

b. Alamat

c. No. KTP

d. Kelurahan / Kecamatan

e. No. Telp

2. Waijib Pajak Badan
a. Nama Badan
b. Alamat Badan
c. Surat lzin

d. ldentitas Pengelola / Penanggung lawab

- Nama
- Alamat
- Jabatan
- No. KTP / Paspor
- Kelurahan / Kecamatan
- No. Telp
3. Nomaor Pokok Waijib Pajak
(NPWP)

|

| C. PERNYATAAN

| Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi — sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang — undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang
telah saya beritahukan diatas beserta lampiran — lampirannya adalah benar dan lengkap

Banjarmasing, ......ccoiiiiiiiinioissa i i

Petugas Pemohon

Nama Jelas
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B. SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

JALAN PRAMUKA TIRTA DHARMA KOMPLEK PDAM NO. 17
BANJARMASIN

FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK REKLAME

1. Nama Usaha e S S AR e ——
2. Alamat Usaha S e S A S 8 N R S A BN P S AT AN CAR N S i
3. Kelurahan MKeCama AN e
4. No Telepon
5. Status Usaha : D Pusat D Tunggal D Cabang
6. NPWPD o rmssmmamsaassasasnazsmmnamszasmsanasad (jika belum punya diisi Petugas)
Data Reklame
fi et ) — e =
| No Jenis \ Bah Uk | Dimensi | (s Kawasan Jalan |
| Reklame ahan : Ukuran . (Sisi) Letak / Posisi (Alamat) (Diisi Petugas) i
i pe— - . et s !
o |
i e r— - ——— _ = - — e 4
i_ — S S H— |
|
S—
l ...... |
| - - ?
A S S, SRy N DI S S j
8. ljin yang dimiliki b I8 No
No
3 No
9. Lain-lain
Mulai Operasional
Keterangan lain :
Banjarmasin,
Petugas Pengusaha / Pengelola
1.
B SRS s ercensns s e R RS R R )

WALI KOTA BANJARMASIN,

—h—

IBNU SINA



B

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR © TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

BENTUK DAN ISI NPWPD

. BAGIAN DEPAN

% e B 8 + 1351

Ly I S b o 2

; b ¢ hiki
y s bl At ) 2y

e : Ak r g WA by Ty wr s AR

LA X . o fas LTV ’ %
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i i :

g '1n......,._...,_,;:q(u‘ﬁ’l'.“""_ wred B e sy ‘_’.P:m-‘hppnmul’f“]
sy S g% TS Ay I g i O
O e, A Y b U ) B 450

ﬂ,w"."‘-lmwn_::* B T 'mf;:w

O Bacia e e ITE lhadd 2 d
[ A b e T ..__..-_A_nﬁ‘l"}"‘%._‘.. 3

. BAGIAN BELAKANG

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-balk dan apabila hilang '

nmmmnmmamm

Kota Banjarmasin.

o s T s _ . .

3. Dalam hal Walib Pajak pindah domisil, agar melaporkan ke Badan
Terima Kasih Anda Telah Membayar Pajak Daerah. :

WALI KOTA BANJARMASIN,

—A—

IBNU SINA
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LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

REKLAME

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK

[ KOP DINAS ]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ........ (1) TAHUN ......... @)
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan isian formulir pendaftaran yang
disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Daerah Kota
Banjarmasin;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang
perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak
Daerah dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. dst.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Merk /Usaha : ....cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiieievieeeeeeeeen (3)
Alamat OO 4)
NPWPD  eeeiererries e eeetseterrerhr e raaranes (5)
Pemilik/Pengelola : ......ccccooiiiviiiviiiiniiiiicecee e (6)
Alamat Pemilik D ettt ss et e e e saas (7)
Wajib Pajak L e e a e e (8)

KEDUA : Wajib Pajak membayar Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, disetor ke Kas Daerah Kota
Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ................. (9) dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal .................... (10)
KEPALA BADAN,
........................... (11)
........................... (12)
........................... (13)

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK
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LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 8
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)

A. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR) DISELENGGARAKAN SENDIRI

TAHUN 2025

Kawasan Strategis Jalan

Tarif Pajak

Daerah Milik Jalan (Damija)

Akses Publik

Outdoor

indoor

Halaman
Sendiri /
Sewa
Tanah

Nempe! Bangunan /
Atas Bangunan

Videotron
!
Megatron

Bando

Biflboard /
Baleho

Branding
/Papan
Nama
Tlang /
Papan
Nama

220 M

<20 M

Billboard /
Ba'sho/
Papan
Nama
Tiang

Papan
Nama/
Neon Box
/Neon
Sign

Papan
Nama
Tang /
Papan
Nama /
Neon Box

Branding,
Billboard /
Baleho /
Papan
Nama
Tlang

Branding, Papan Nama
/ Neon Box / Neon Sign

28M <8m

Rekiame

Bergerak

! Reklame
Apung

insidentil

Reklame
Balon

Spanduk

Peragaan,
Film / Sitde

Umbu!
Umbul /
Banner

Selebara

n
Pamfiet /
Stiker

A. Yani Km. 1-8

H. Hasan Basri

Lambung Mangkurat

S. Parman

Anang Adenansi

Hasanudin HM.

Rp4.750,-

Rp3.500,-

Rp3.500,-

Rp3.250,-

Rp2.2590,-

Rp1.750,-

Rp1.500,-

Rp2.200,-

Rp1.800.- | Rp1.500,-

P. Antasari

P. Samudera

Veteran

Gatot Subroto

Lingkar Dalam Selatan
P. Hidayatullah

Sultan Adam

Adhyaksa

Gubemur Subarjo
RP. Suprapto

Rp4.250,-

Rp3.250,-

Rp3.000,-

Rp2.750,-

Rp2.200,-

Rp1.500,-

Rp1.250,-

Rp2.100,-

Rp1.750,- | Rp1.250,-

Sutoyo S.

Sudirman

AS. Musaffa
Dl. Panjaitan

Kuripan

Pramuka

P. Kemerdekaan
Belitung

Ir. PM. Noor

Jafri Zam-Zam

RE. Martadinata
P. Tendean

Kampung Melayu

diluar poin 1, 2dan 3

Rp3.750.-

Rp2.750.-

Rp2.650,-

Rp2.000,-

Rp1.250,-

Rp1.000,-

Rp2.000,-

Rp1.600,- | Rp1.100,-

Jalan Lingkungan

Rp3.000.-

| Gapura_|

Rp2.500.-

Rp2.250,-

Rp2.000,-

Rp1.750,-

Rp1.500,- | Rp1.000,-

Rp2.000,-

Rp30.000,-

Rp10.000,-

Rp10.000,-

Rp10.000,-
{Damija)

Rp1.000,-
{Damija)

(Halaman
Sendiri)

Rp250.-
{Halaman
Sendiri)




B. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME (NSPR)

TR

YANG DISELENGGARAKAN PIHAK KETIGA

No

Kawasan Strategis Jalan

Videotron /
Megatron

Bando

Billboard /
Baleho

Branding / Papan |

Nama Tiang /
Papan Nama

220 M?

<20 m?

A. Yani Km. 1-6

H. Hasan Basri

Lambung Mangkurat

S. Parman

Anang Adenansi

Hasanudin HM.

Rp5.000,-

Rp3.800.-

Rp3.750,-

Rp3.500,-

P. Antasari

P. Samudera

Veteran

Gatot Subroto

Lingkar Dalam Selatan

P. Hidayatullah

Sultan Adam

Adhyaksa

Gubernur Subarjo

RP. Suprapto

Rp4.500,-

Rp3.500,-

Rp3.250,-

Rp3.000,-

Sutoyo S.

Sudirman

AS. Musaffa

Dl. Panjaitan

Kuripan

Pramuka

P. Kemerdekaan

Belitung

Ir. PM. Noor

Jafri Zam-Zam

RE. Martadinata

P. Tendean

Kampung Melayu

Di luar Poin 1 dan 2

Rp4.000,-

Rp3.250,-

Rp3.000,-

Rp2.750,-

Jalan Lingkungan

Rp3.500,-

Gapura
Rp2.500,-

Rp2.250,-

Rp2.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,

A

IBNU SINA
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LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR
TENTANG

TATA
REKLAME

FORMAT SKPD

CARA

TAHUN 2025

PEMUNGUTAN

PAJAK

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SKPD SRR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, |(Surat Ketetapan Pajak Dacrah)
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PAIAKREKLAME | ssssvesssiinnss
JI. Pramuka Tirta Darma (Komplek PDAM) No.17 TaliG & ooomseroscrecsns
Banjarmasin
NAMA U ssaviames
ALEAMAT & i
NPWPD ¢ coswasses
NO REKENING JENIS PAJAK JUMLAH
1 4110402 Pajak Reklame
ST o e
No. Pendaftaran : .....oovveeeen..
Materi s
Tonis s
Jumleh s vversnsnnnusnnnsn
NOPD s cos awsmmmmnnnins
Lokasi:.vvuuenninnnnn
Ukuran: Panjang:.......cccec..... < R —
Jumlah Sisi: . ioeciiiiainan, LABS s ivssssonssnanans
Berlaku: ..ol M s vsrm v
Jumlah Ketctapan Pokok Pajak
Dengan huruf: ...,
PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pen
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan /

Bukti Pembayaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Pencrimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,

3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah vang berlaku.

gelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Bendahara Penerimaan atau diterbitkan Tanda

Banjarmasin, .......ooieeinnn.

1. Nama Penyetor

2. Alamat Penyetor

Banjarmasin,

Penyetor / Wajib Pajak

WALI KOTA BANJARMASIN

-

IBNU SINA

r
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LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK

REKLAME

FORMAT SSPD

PEMERINTAI RKOTA BANJARMASIN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

. JI. Pramuka Lirta Darma (homplek PDAN) li;m_|.um.l~1n

PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SSPD JENIS PAJAK
(SURAT SETORAN PAJAK DALRAH)

MASA PAJAK Fahun

NPWIrD

Nama Nama Usaha

Alaruat A Lt

Desa Kel RT RW Desa kel RI RW

Kev hota kev Kota

Setoran : Klasifikasi Pajak :

DSKI’DKH No

[CJSKPDKBT  No

[CJsrep No

Besar Sctoran :

NO AYAL JENIS PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp.)
i

2 Sankst Admimstras)

Jumlah Setor

FERBILANG

Diterima oleh,

Banjarmasin,
Wapb Pajak Kuasa Wajib Pajak

WALI KOTA BANJARMASIN,

A

IBNU SINA
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LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

FORMAT SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN

A. FORMAT SKPDKB

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JI. Pramuka Tirta Darma (Komplek PDAM) NO.
BANJARMASIN SKPDKB

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
(SKPDKB) W
Masa Pajak .............. Tahun

NAMA

ALAMAT

NPWPD

NAMA PEMILIK/PENGELOLA
JATUH TEMPO

I.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor ......... Tahun ......... tentang
..................................... , telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas Pelaksanaan
kewajiban Wajib Pajak.

1. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, Penghitungan yang masih harus dibayar
sampai dengan tanggal .......... adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Rp:  csswsvesseiiin
Pajak yang terutang Rp: sewwsvanei
Kredit Pajak:

a.  Kompensasi Kelebihan Pembayaran Rp:  wisesssiniises

b.  Setoran yang dilakukan Rp.

c. Lain-lain Rp.

d.  Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp:  csissvisisiss

4,  Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Bp.:  casesesssersens

5. Sanksi Administratif:

a, Bunga Bp. aeeersinininens

b. Kenaikan Rp..  sessesvivsanins

c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b) RD:  wssseereerraes
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c¢) RpP:  cosssenensonnse

L

TERBILANG :

-------------- e r e e e R L R R L L R Lttt

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika tclah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan
pejabat.

3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar sctelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan scjak
SKPDKB ini diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak (ketentuan dalam Pasal 78 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Banjarmasing .o secosvmanss

a.n. Wali Kota Banjarmasin
Kepala Badan,
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B. FORMAT SKPDKBT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JI. Pramuka Tirta Darma (Komplek PDAM) NO.
BANJARMASIN SKPDKBT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
TAMBAHAN | e
( SKPDKBT)
Masa Pajak .............. Tahun ..............

NAMA A
ALAMAT -,
NPWPD R S R R R T
NAMA PEMILIK/PENGELOLA 3 ey
JATUH TEMPO :

I.  Berdasarkan Peraturan Dacrah Kota Banjarmasin Nomor ......... Tahun ......... tentang
...................................... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas Pelaksanaan
kewajiban Wajib Pajak.

[1. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, Penghitungan yang masih harus dibayar
sampai dengan tanggal .......... adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Rp.
Pajak yang terutang Rp.
Kredit Pajak:

a. Kompensasi Kelebihan Pembayaran Rp:  swascasias

b.  Setoran yang dilakukan BRpr e

c. Lain-lain Rp.

d.  Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Roy: . svevvesicuiin

Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp.

Sanksi Administratif’

a. Bunga Rp: sieeiiiessiies

b. Kenaikan R  siwsisaussopwes

c. Jumlah Sanksi Administratif (a+b) BRb:  wasesisseasiss

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c¢) Rp: | wwsvanemise

...............

...............

ed b

ooooooooooooooo

o

TERBILANG :

----------------------------------------------------------- T T T R T T T T T

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan
pejabat.

3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak SKPDKBT ini diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol
koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak (ketentuan dalam Pasal 78 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Banjarmasin, ...ocous i

a.n. Wali Kota Banjarmasin
Kepala Badan,

..................................
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C. FORMAT SKPDLB

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JI. Pramuka Tirta Darma (Komplek PDAM) NO.
BANJARMASIN SKPDLB

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
( SKPDLB )

............

Masa Pajak .............. Tahun ..............
NPWPD T R R R RS R
NAMA R T S R
ALAMAT P s s
NAMA PEMILIK/PENGELOLA @ et
. Berdasarkan Peraturan Dacrah Kota Banjarmasin Nomor ......... Tahutt :eonis tentang
...................................... telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas Pelaksanaan

kewajiban Wajib Pajak.
[I. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, penghitungan jumlah kelebihan pajak daerah
yang telah dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Rp:  ssssssasias
2. Pajak yang terutang Rb:  ssosnemiiomsn:
3. Pembayaran Pajak:

a.  Kompensasi Kelebihan Pembayaran ~ Rp.  coceieiininnnnnn,

b.  Setoran yang dilakukan Rps . sssvcsissiseisesii

¢.  Jumlah Pembayaran Pajak (a+b) Rps o
4, Jumlah Lebih Bayar (3¢-2) Rp: | sasaseesssniis

TERBILANG :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERHATIAN :

. Timbulnya SKPDLB ini dikarenakan perhitungan yang tidak sesuai , dapat dikompensasikan
terhadap kewajiban pembayaran pajak yang sejenis.

2. Permohonan pembetulan dan sebagainya harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Banjarmasin ...eescsssmsusonaana

a.n. Wali Kota Banjarmasin
Kepala Badan,
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D. FORMAT SKPDN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
JI. Pramuka Tirta Darma (Komplek PDAM)
BANJARMASIN RO S
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL [ ooeeennn
( SKPDN)
Masa Pajak .............. Tahun ..............
NAMA D e AT AANE S92
ALAMAT NN A R R AR R
NPWPD D R Y S D e A R
NAMA PEMILIK/PENGELOLA @ i
JATUH TEMPO M e A S RS
I.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor ......... Tahun ......... tentang
.................................... , telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas Pelaksanaan

kewajiban Wajib Pajak.

[I. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut di atas, Penghitungan yang masih harus dibayar
sampai dengan tanggal .......... adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak RO,  iiesewmersomes

Pajak yang terutang Rp.

Kredit Pajak:

a.  Kompensasi Kelebihan Pembayaran Rp:  seevamsmin

b.  Setoran yang dilakukan Rp: ssvsmeis

¢. Lain-lain RB: _ covasiassii

d.  Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-+c) Rp:  sovesssvann

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp.

L I O

5. Sanksi Administratif:
a.  Bunga Rp.
b. Kenaikan Rt ssasssassiiges
¢. Jumlah Sanksi Administratif (a+b) RBP:  wawiinsies

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c¢) Rp. NIHIL

TERBILANG:NIHIL

PERHATIAN :
SKPDN dinyatakan SAH jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan pejabat.

Banjarmasin. .....................
a.n. Wali Kota Banjarmasin
Kepala Badan,

WALI KOTA BANJARMASIN,

—A—

IBNU SINA
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR g TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

[ KOP GARUDA EMAS |

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME ATAS HASIL VALIDASI

Menimbang:

Mengingat:

DAN VERIFIKASI TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka akuntabijlitas pengelolaan keuangan
daerah dan tertib administrasi perpajakan khususnya Pajak
Reklame, perlu menetapkan Penghapusan Piutang Pajak
Reklame Atas Hasil Validasi dan Verifikasi Tahun ... Sampai
Dengan Tahun ...;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Penghapusan Piutang Pajak Reklame Atas Hasil Validasi dan
Verifikasi Tahun ... Sampai Dengan Tahun ...;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 66);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Penghapusan Piutang Pajak Reklame Atas Hasil Validasi dan Verifikasi
Tahun ... Sampai Dengan Tahun ... dengan akumulasi nilai piutang
sebesar Rp ... (...

Penghapusan Piutang Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada
diktum kesatu ditetapkan pada:
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan*) Nomor:
Tanggal: ...

Penetapan rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Reklame
yang akan dihapuskan, terlampir dalam berita acara hasil validasi dan
verifikasi data piutang Pajak Reklame dari Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana
mestinya.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALI KOTA BANJARMASIN,

..............................

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA
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LAMPIRAN IX

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK

Nomor R S (1) e (2)
LAMIPITAT . curesnsespsoirunnpnsonssnsmssogussyesensssawosmsss (3)
Hal : Permohonan Perpanjangan Batas Waktu

Pembayaran Atau Pelaporan Pajak

Yth. Wali Kota Banjarmasin
c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R S S R (4)
NPWPD A S SR R (5)
JABRATL: @000 B s s e (6)
Alamat T o (7)
Nomor Telepon S L e (8)
Bertindak selaku : [ ] Wajib Pajak

p Wakil D Kuasa

ar1 Wajib Pajak

Nama D B o T (9)

NPWPD e psitain o s e (10)

Alamat: .oooiiiiniisasnansaeonns (11)
Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:
] STP D D SK Pembetulan I:] Putusan Peninjauan Kembali

[ ] SKPDKB [ ] SK Keberatan
[ ] SKPDKBT [ | Putusan Banding

Sebagai berikut:

Jenis Masa/Tahun Nomor Ketetapan/ Jumlah Pajak Yang Tanggal
Pajak Pajak Keputusan/Putusan Masih Harus Jatuh
Dibayar (Rp) Tempo
(12) (13) (14) (15) (16)

Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu

pembayaran atau pelaporan pajak sebesar Rp ................. (17) sampai dengan tanggal
............ (18)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Keterangan : Wajib Pajak/Wakil/Kuasa?*),
*) coret/ hapus yang tidak sesuai
1. Beri tanda X pada |:] yang sesuai
2. Dalam hal asurat permohonan ditandatangani
oleh kuasa harus dilampiri surat kuasa khusus.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)

Angka (5)
Angka (6)

Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)

Angka (11)

Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)
Angka (18)

Angka (19)

: Diisi

: Diisi

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

: Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada;
: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani;
: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan

Wajib Pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

surat Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak;
Dalam hal penandatangan adalah kuasa, pemohon, harus melampirkan
Surat Kuasa

: Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

Surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

: Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani Surat

permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor
(6) tidak perlu diisi;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

Surat permohonan perpanjangan batas waktu pajak;

: Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang

menandatangani Surat permohonan perpanjangan batas waktu
pembayaran pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani Surat

permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

: Diisi dengan NPWPD dalam hal yang menandatangani Surat

Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak adalah wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani Surat

permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak adalah wakil
atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan jenis pajak (contch: Pajak Reklame);
: Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak;
: Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan

permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

: Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar

berdasarkan Ketetapan/ Keputusan / Putusan;

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
Ketetapan/ Keputusan/ Putusan yang diajukan Permohonan
perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak;

: Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang

batas waktu pembayaran Pajaknya;
dengan jangka waktu yang dimohon untuk diperpanjang
batas waktu pembayaran Pajaknya;

: Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana

tercantum dalam Nomor (4);

*) coret / hapus yang tidak sesuai.
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B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

Nomor T mne e A A AR A e (1) (2)
LBIODITBEL 3 uvamaanoonsisnsssissnssos s bavive sossuessasig (3)
Hal : Permohonan Pemberian Fasilitas Angsuran
Pembayaran Pajak Terutang atau Utang
Pajak
Yth. Wali Kota Banjarmasin
c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama U e S i S e S (4)
NPWPD T e A R (5)
Jabatan e R R R (6)
Alamat e (7)
Nomor Telepon R R A AT (8)
Bertindak selaku . [_] Wajib Pajak
[] Wakil [ ] Kuasa
dari Wajib Paj
Nama B e s A 9)
NPWPD S RNRRRRNRTSRARTNRp RS (10)
NOP T (11)
Alamat - R (12)
Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:
[] STPD [] SK Pembetulan [ ] Putusan Peninjauan Kembali
[ ] SKPDKB [ ] SK Keberatan
[] SKPDKBT [ | Putusan Banding
Sebagai berikut:
Jenis | Masa/Tahun Nomor Ketetapan/ Jumlah Pajak Tanggal
Pajak Pajak Keputusan/Putusan | Yang Masih Harus Jatuh
Dibayar (Rp) Tempo
(13) (14) (15) (16) (17)
Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan pemberian
Fasilitas Angsuran Pembayaran Pajak Terutang sebesar Rp ............ (18) selama
............ (19) bulan dengan pembayaran angsuran per bulan sebesar Rp
................. (20)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*),

Keterangan:
1. Beri tanda X pada [ | yang sesuai

2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat
kuasa khusus.

*) coret/ hapus yang tidak sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)

Angka (5)

Angka (6)

Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)

Angka (11)

Angka (12)

Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)

Angka (16) :
Angka (17) :

Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)

: Diisi

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

: Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada;
: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani;
: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan

Wajib Pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

surat permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak;

Dalam hal penandatangan adalah kuasa, pemohon harus melampirkan
Surat Kuasa;

: Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

Surat permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat

permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak

terutang atau Utang Pajak;

Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor
(6) tidak perlu diisi;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

Surat permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang

menandatangani surat permohonan pemberian fasilitas angsuran
pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat

permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan NPWPD dalam hal yang menandatangani surat

permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat

permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan jenis pajak (contoh: Pajak Reklame);
: Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak;
: Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusanyang diajukan

permohonan pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak;

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar
berdasarkan Ketetapan/ Keputusan / Putusan;

Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran
Ketetapan/Keputusan/ Putusan yang diajukan permohonan
pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang atau Utang
Pajak;

: Diisi dengan jumlah pajak yang dimohon untuk diperpanjang

jangka waktu pelunasannya dan dilakukan pengangsur;
dengan jangka waktu yang dimohon untuk diperpanjang
jangka waktu pelunasannya;

: Diisi dengan dengan jumlah angsuran per bulan yang dimohonkan oleh

Wajib Pajak;

: Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana

tercantum dalam Nomor (4);

*) coret/hapus yang tidak sesuai.
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C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

Nomor e R s s e (1)  messanemsim (2)
LU0 1510 021 0 Cen s SRS (3)
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran
Pajak Terutang atau Utang Pajak
Yth. Wali Kota Banjarmasin
c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama T R R T ST R e (4)
NPWPD T S R AT (5)
Jabatan T corme s s A S SRR R (6)
Alamat N T e e (7)
Nomor Telepon R e e e A eI (8)
Bertindak selaku : [ ] Wajib Pajak
[] Wakil [] Kuasa
dari Wajib Paj
Nama s TR 9)
NPWPD - (10)
NOP } s (11)
Alamat T R (12)
Menyatakan masih mempunyai Utang Pajak berdasarkan:
] STPD I SK Pembetulan [ ] Putusan Peninjauan Kembali
[ ] SKPDKB [ ] SK Keberatan
[ ] SKPDKBT [ | Putusan Banding
Sebagai berikut:
Jenis | Masa/Tahun Nomor Ketetapan/ Jumlah Pajak Tanggal
Pajak Pajak Keputusan/Putusan | Yang Masih Harus Jatuh
- Dibayar (Rp) Tempo
(13) (14) (15) (16) (17)
Terhadap Utang Pajak tersebut, saya mengajukan permohonan penundaan
pembayaran pajak terutang sebesar Rp ................. (18) selama .....i.icc (19)
bulan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil /Kuasa*),

Keterangan :
1.Beri tanda X pada [_| yang sesuai

2. Dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri surat
kuasa khusus.

*) coret/ hapus yang tidak sesuai
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)

Angka (5)

Angka (6)

Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)

Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)
Angka (19)

Angka (20)

: Diisi

: Diisi

: Diisi

PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

: Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak, jika ada;
: Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani;
: Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan

Wajib Pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

surat permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang
Pajak;

Dalam hal penandatangan adalah kuasa, pemohon harus melampirkan
Surat Kuasa;

: Diisi dengan NPWPD Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

Surat permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang
Pajak;

: Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat

permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor
(6) tidak perlu diisi;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang menandatangani

Surat permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang
Pajak;

: Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang

menandatangani Surat permohonan penundaan pembayaran pajak
terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat

Surat permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang
Pajak adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan NPWPD dalam hal yang menandatangani Surat

permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak
adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan Nomor Objek Pajak Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani surat

permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak
adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

: Diisi dengan jenis pajak (contoh: Pajak Reklame);
: Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak;
: Diisi dengan Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan yang diajukan

permohonan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar

berdasarkan Ketetapan/ Keputusan / Putusan;

dengan tanggal jatuh  tempo  pembayaran
Ketetapan/ Keputusan/ Putusan yang diajukan permohonan
penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

dengan jumlah pajak yang dimohon untuk ditunda
jangka waktu pelunasannya;

dengan jangka waktu yang dimohon untuk ditunda
jangka waktu pelunasannya;

: Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana

tercantum dalam Nomor (4);

*) coret/hapus yang tidak sesuai.

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA
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LAMPIRAN X

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR & TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

A. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS
WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

[ KOP DINAS ]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ... (1)
TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang;: a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ............... (2)
NOMOT .....cocvvernes (3) tanggal ............... (4) yang diterima oleh
............... (S) tanggal ...............(6) berdasarkan nomor register
............... (7) tanggal ...............(8) tentang permohonan

perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan batas
waktu pembayaran pajak nomor ............... (9) tanggal
............... (10);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin tentang Persetujuan Perpanjangan Batas Waktu
Pembayaran Pajak;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15);

4. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2025 Nomor );

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran
pajak kepada:
a. Wajib Pajak  : ............... (11)
b. NPWPD D (12)

c. Alamat D eeerenrensenens (13)



KEDUA
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untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pajak berdasarkan
............... (14) Nomor ...............(15) Masa/Tahun*) Pagjak ...............(16)
yang jatuh tempo pada tanggal ............. (17) sebesar Rp

............... (18) dengan ketentuan bahwa jatuh tempo pembayaran
pajak ditunda sampai dengan tanggal ............... (19).

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ......cccccevenuennee (20)
Kepala Badan,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN

Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)

Angka (6)

Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)

Angka (12)
Angka (13)

Angka (14)

Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)
Angka (19)

Angka (20)
Angka (21)

: Diisi

: Diisi

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

: Diisi sesuai dengan nomor dan tahun keputusan;
: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan

perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

: Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan batas waktu

pembayaran pajak;

: Diisi dengan tanggal surat permohonan perpanjangan batas waktu

pembayaran pajak;

: Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pengelolaan Pajak Daerah yang menerima surat
permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan Pajak
Daerah;

: Diisi dengan nomor register penerimaan berkas;
: Diisi dengan tanggal penerimaan berkas;
: Diisi dengan nomor laporan penelitian perpanjangan batas waktu

pembayaran pajak;

: Diisi dengan tanggal laporan penelitian perpanjangan batas waktu

pembayaran pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak;

: Diisi dengan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak;

: Diisi dengan SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK Pembetulan,

SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali yang
digjukan permohonan;

: Diisi dengan nomor SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK

Pembetulan, SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan
Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan Masa/Tahun pajak SKPD / STPD / SKPDKB / SKPDKBT

/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo pajak SKPD / STPD / SKPDKB /

SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

dengan besarnya utang pajak yang disetujui untuk diberikan
perpanjangan jangka waktu pelunasannya;

dengan tanggal jatuh tempo perpanjangan jangka waktu
pembayaran pajak yang disetujui;

: Diisi dengan tanggal keputusan diterbitkan;
: Diisi dengan nama Kepala Badan

*) coret/hapus yang tidak sesuai.
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B. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PERPANJANGAN BATAS
WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

[ KOP DINAS ]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ... (1)
TENTANG

PENOLAKAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

Menimbang;:

Mengingat:

Menetapkan:
KESATU

KEDUA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN,

. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ............... 2)
NOMOT ...ocveueernens (3) tanggal ............... (4) yang diterima oleh
............... (5) tanggal ...............(6) berdasarkan nomor register
............... (7) tanggal ...............(8) tentang permohonan

perpanjangan batas waktu pembayaran pajak;

. bahwa berdasarkan laporan penelitian perpanjangan batas waktu

pembayaran pajak nomor ............... (9) tanggal ............... (10);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin tentang Penolakan Perpanjangan Batas Waktu
Pembayaran Pajak;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15);

. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2025 tentang

Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2025 Nomor );

MEMUTUSKAN:

Menolak memberikan persetujuan perpanjangan batas waktu
pembayaran pajak kepada:

a. Wajib Pajak  : ............... (11)

b. NPWPD D erereeenenee (12)

c. Alamat D reereenreneenns (13)

untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pajak berdasarkan
............... (14) Nomor ...............(15) Masa/Tahun*} Pgjak ...............(16)
yang jatuh tempo pada tanggal ............... (17) sebesar Rp
............... (18) dengan ketentuan bahwa jatuh tempo pembayaran
pajak dipertahankan tanggal ............... (19).

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ........ccccccevnanns {20)
Kepala Badan,
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C. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

[ KOP DINAS |

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ... (1)
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ............... @)
NOMOT ..vcvvivenernes (3) tanggal ............... (4) yang diterima oleh
............... (5) tanggal ...............(6) berdasarkan nomor register
............... (7) tanggal ...............(8) tentang permohonan

pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang;
b. bahwa berdasarkan laporan peneliian pemberian fasilitas
angsuran pembayaran pajak terutang nomor ............... (9) tanggal

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Angsuran
Pembayaran Pajak Terutang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15);

4. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2025 Nomor )

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KESATU :  Memberikan persetujuan kepada:
a. Wajib Pagjak  : ............... (11)
b. NPWPD D eeereesnnnas (12)
c. Alamat D rerreeseneenns (13)
untuk melakukan persetujuan pemberian fasilitas angsuran
pembayaran pajak terutang berdasarkan ............... (14) Nomor
............... (15) Masa/Tahun*) Pajak ...............{16) yang jatuh tempo pada
tanggal ............... (17) sebesar Rp ............... (18) dengan ketentuan
bahwa dapat diangsur adalah sebesar Rp ............... (19) selama
............... (20) bulan dengan rincian pembayaran angsuran per bulan:
Angsuran ke- Jumlah Jatuh Tempo Saldo Utang Sanksi
Angsuran Pembayaran Administrasi
(Rp)

(21) (22} (23) (24) (25)
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KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal ..........oceuneneee. (26)
Kepala Badan,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN

Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)

Angka (S)

Angka (6)

Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)

Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)
Angka (25)

Angka (26)
Angka (27)

FASILITAS ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

: Diisi sesuai dengan nomor dan tahun keputusan,;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan
pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang;

: Diisi dengan nomor surat permohonan pemberian fasilitas angsuran
pembayaran pajak terutang;

: Diisi dengan tanggal surat pemberian fasilitas angsuran pembayaran pajak
terutang;

: Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang
Perpajakan
Daerah yang menerima surat pemberian fasilitas angsuran pembayaran
pajak terutang.

: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Perangkat Daerah

yang
mengurusi Bidang Perpajakan Daerah;

: Diisi dengan nomor register penerimaan berkas;

: Diisi dengan tanggal penerimaan berkas;

: Diisi dengan nomor laporan penelitian pemberian fasilitas angsuran
pembayaran pajak terutang;

: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pemberian fasilitas angsuran
pembayaran pajak terutang;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak;

: Diisi dengan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak;

: Diisi dengan SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK Pembetulan,
SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali yang
digjukan permohonan;

: Diisi dengan nomor SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK
Pembetulan, SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan
Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan Masa/Tahun pajak SKPD / STPD / SKPDKB / SKPDKBT
/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo pajak SKPD / STPD / SKPDKB /
SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan SKPD / STPD /
SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

: Diisi dengan jumlah pajak yang disetujui diangsur;

: Diisi dengan jangka waktu pengangsuran pajak;

: Diisi dengan periode angsuran yang akan dilakukan;

: Diisi sesuai dengan jumlah pembayaran angsuran yang dilakukan;

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;

: Diisi dengan saldo utang pajak setiap kali dilakukan angsuran;

: Diisi dengan jumlah sanksi administratif yang dihitung berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan;

: Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Keputusan;

: Diisi dengan nama Kepala Badan.

*) coret/hapus yang tidak sesuai.
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KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

[ KOP DINAS |

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ... (1)
TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

ATAU UTANG PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA

Menimbang:

Mengingat:

Menetapkan:
KESATU

BANJARMASIN,

a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ............... (2)
NOMOTL ..ccvvrenennnns (3) tanggal ............... (4) yang diterima oleh
............... (5) tanggal ...............(6) berdasarkan nomor register
............... (7) tanggal ...............(8) tentang permochonan

penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak nomor ............... (9) tanggal
............... (10);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Angsuran
Pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15);

4. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2025 Nomor )

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan kepada:

a. Wgjib Pajak D cvreesneneenens (11)
b. NPWPD D ereenresennens (12)
c. Alamat D eeerereeneneees (13)
untuk melakukan persetujuan penundaan pembayaran pajak terutang
atau Utang Pajak berdasarkan ............... (14) Nomor ............... (15)
Masa/Tahun*) Pajak ............... (16) yang jatuh tempo pada tanggal
............... (17) sebesar Rp ...............(18) dengan ketentuan bahwa jumlah
pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp
............... (19) selama ..............(20), sehingga pembayaran akan

dilakukan pada ............... (21), dengan sanksi administrasi sebesar



-101 -
KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal .......ccccrnvennens (23)
Kepala Badan,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN

Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)

Angka (13)
Angka (14)

Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)
Angka (20)
Angka (21)
Angka (22)

Angka (23)
Angka (24)

: Diisi
: Diisi dengan jangka waktu penundaan pajak;

: Diisi dengan tanggal pelunasan pajak;

: Diisi dengan jumlah sanksi administratif sesuai dengan peraturan

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

: Diisi sesuai dengan nomor dan tahun keputusan;
: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan

persetujuan penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan nomor surat permohonan persetujuan penundaan

pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan tanggal surat permohonan persetujuan penundaan

pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak;

: Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang

Perpajakan Daerah yang menerima surat permohonan persetujuan
penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak.

: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Perangkat Daerah

yang mengurusi Bidang Perpajakan Daerah;

: Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen;
: Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen;
: Diisi dengan nomor laporan penelitian penundaan pembayaran pajak

terutang atau Utang Pajak bagi Wajib Pajak;

: Diisi dengan tanggal laporan penelitian penundaan pembayaran pajak

terutang atau Utang Pajak bagi Wajib Pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak;

: Diisi dengan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak;

: Diisi dengan SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK Pembetulan,

SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali yang
diajukan permohonan,;

: Diisi dengan nomor SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK

Pembetulan, SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan
Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan Masa/Tahun pajak SKPD / STPD / SKPDKB / SKPDKBT

/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo pajak SKPD / STPD / SKPDKB /

SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan,;

: Diisi dengan besarnya utang pajak sesuai dengan SKPD / STPD /

SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
dengan jumlah pajak yang disetujui ditunda;

perundang-undangan perpajakan;

: Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan;
: Diisi dengan nama Kepala Badan.

*) coret/hapus yang tidak sesuai.



- 103 -

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS
ANGSURAN / PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU
UTANG PAJAK

[ KOP DINAS ]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ... TAHUN ... (1)
TENTANG

PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN

Menimbang:

Mengingat:

Menetapkan:
KESATU

PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ............... (2)
nomor ............... (3) tanggal ............... (4) yang diterima oleh
............... (5) tanggal ...............(6) berdasarkan nomor register
............... (7) tanggal ...............(8) tentang permohonan

pemberian fasilitas angsuran/penundaan*) pembayaran pajak
terutang atau utang pajak;

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pemberian fasilitas
angsuran/penundaan*) pembayaran pajak terutang atau utang
pajak nomor ............... (9) tanggal ............... (10);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota
Banjarmasin  tentang  Penolakan Pemberian Fasilitas
Angsuran/Penundaan*) Pembayaran Pajak Terutang atau Utang
Pajak;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15);

4. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2025 Nomor );

MEMUTUSKAN:

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan wuntuk
mengangsur/menunda*) pembayaran pajak terutang atau utang
pajak yang diajukan oleh:

a. Wajib Pajak Dreereeesennens (11)
b. NPWPD R (12)
c. Alamat D erereesenennens (13)

untuk melakukan penolakan fasilitas angsuran/penundaan?
pembayaran pajak terutang atau utang pajak berdasarkan
............... (14) Nomor ...............(15) Masa/Tahun*) Pagjak ...............(16)
yang jatuh tempo pada tanggal ............... (17) sebesar Rp ............... (18),
dengan ini dinyatakan ditolak.
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KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal ........cccocnennene (19)
Kepala Badan,
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PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS
ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAU UTANG PAJAK

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)

Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)

Angka (13)
Angka (14)

Angka (15)

Angka (16)

Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)

: Diisi

: Diisi sesuai dengan nomor dan tahun keputusan;
: Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat

Permohonan pemberian fasilitas angsuran / penundaan®)
pembayaran pajak terutang atau utang pajak;

: Diisi dengan nomor surat permohonan pemberian fasilitas

angsuran/penundaan*) pembayaran pajak terutang atau utang pajak;

: Diisi dengan tanggal surat permohonan pemberian fasilitas

angsuran/penundaan®) pembayaran pajak terutang atau utang pajak;

: Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang mengurusi Bidang

Perpajakan Daerah yang menerima surat permohonan pemberian
fasilitas angsuran/penundaan*) pembayaran pajak terutang atau utang
pajak.

: Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Perangkat Daerah

yang mengurusi Bidang Perpajakan Daerah;

: Diisi dengan nomor lembar pengawasan arus dokumen;
: Diisi dengan tanggal lembar pengawasan arus dokumen;
: Diisi dengan nomor laporan penelitian pemberian fasilitas

angsuran/penundaan*) pembayaran pajak terutang atau utang pajak;

: Diisi dengan tanggal laporan penelitian pemberian fasilitas

angsuran/penundaan*) pembayaran pajak terutang atau utang pajak;

: Diisi dengan nama Wajib Pajak;

: Diisi dengan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak;

: Diisi dengan SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK Pembetulan,

SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali yang
diajukan permohonan;

: Diisi dengan nomor SKPD / STPD / SKPDKB /SKPDKBT / SK

Pembetulan, SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan
Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan Masa/Tahun pajak SKPD / STPD / SKPDKB / SKPDKBT

/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

: Diisi dengan tanggal jatuh tempo pajak SKPD / STPD / SKPDKB /

SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding atau
Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan;

dengan besarnya utang pajak sesuai dengan SKPD / STPD /
SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

: Diisi dengan tanggal penerbitan keputusan;
Angka (20) :

Diisi dengan nama Kepala Badan.

*) coret/hapus yang tidak sesuai.

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



